BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Sejak tahun anggaran 2001, pemerintah telah menerapkan UU No. 25

Tahun 1999 yang kemudian di revisi menjadi UU nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang
tersebut, membawa Indonesia memasuki era baru dalam desentralisasi di bidang
fiskal  (fiscal decentralization atau fiscal federalism). Dampaknya terjadi
perubahan struktural, di mana pada era sebelumnya pengelolaan keuangan
daerah dilakukan secara sentralisasi kemudian berubah menjadi desentralisasi.
Tujuan  umum dari  perubahan tersebut adalah untuk membentuk dan
membangun sistem publik yang dapat menyediakan barang dan jasa publik lokal
yang semakin efektif dan efisien, dengan tetap menjaga stabilitas
makroekonomi. Hal ini akan berwujud dalam bentuk pelimpahan kewenangan
kepada tingkat pemerintahan untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan
untuk  memungut pajak, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari
pemerintah pusat kepada daerah (Iskandar, 2012)

Kebijakan tersebut berdampak pada bertambahnya jumlah pekerjaan yang
dimiliki pemerintah daerah, salah satunya penganggaran. Penganggaran ini
bersifat desentralisasi, artinya pemerintah daerah dituntut untuk mampu memiliki
kemampuan manajerial untuk memaksimalkan segala sumber daya untuk
mengumpulkan sebanyak mungkin pendapatan dan mengalokasikannya ke dalam
belanja pemerintahan  yang proporsional. FITRA Riau (2012) menyatakan
kebijakan pendapatan daerah perlu memiliki strategi belanja daerah yang tidak
boros terutama pada belanja aparatur dan tidak pelit terutama pada belanja sektor
strategis pengungkit pertumbuhan ekonomi dan indikator kesejahteraan
masyarakat. Kebijakan pendapatan tersebut dimaksudkan agar pengelolaan
anggaran daerah mampu memberikan efek positif terhadap meningkatnya
pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan daya saing daerah.

Berbeda pada kenyataannya, merujuk pada laporan pelaksanaan spending
performances yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan tahun 2014, kebijakan

anggaran pemerintahan Indonesia kini menggunakan defisit anggaran, dimana
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pendapatan di tetapkan lebih rendah sementara belanja di anggarkan lebih tinggi
pada batasan maksimal. Meskipun kebijakan anggaran ini bertujuan untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain kebijakan tersebut
menyebabkan terjadinya budgetary slack. Budgetary slack adalah kondisi dimana
terjadi adanya kesenjangan antara jumlah anggaran yang sebenarnya dibutuhkan
dengan jumlah anggaran yang diajukan (Anggraeni,2008 dalam Sugiartha, 2014).
Sementara Halim dan Abdullah (2008) menyatakan penyebab terjadinya
budgetary slack secara konkrit, yaitu akibat adanya perilaku oportunistik dari
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan mengajukan kegiatan yang
memberikan keuntungan secara pribadi, menganggarkan jumlah belanja yang
terlalu besar, mengalokasikan belanja untuk kegiatan yang tidak terlalu penting
dan memperbesar anggaran kegiatan yang sulit diukur hasilnya.

Dapat disimpulkan bahwa budgetary slack adalah usaha masing-masing
pejabat dalam penganggaran daerah yang berusaha untuk lebih mudah mencapai
target, dilihat dari pendapatan dianggarkan lebih rendah dan belanja dianggarkan
lebih tinggi. Budgetary slack akan terlihat setelah dilakukan realisasi, sisi
pendapatan akan menunjukkan realisasi yang lebih tinggi atau melebihi 100%
untuk menunjukkan bahwa pemerintah mampu memaksimalkan sumber daya
pendapatan, sementara pada sisi belanja akan menunjukkan nilai yang lebih
rendah dibawah 100%, hal ini ingin menunjukkan bahwa pemerintah mampu
melakukan efisiensi dalam hal belanja. Secara lebih rinci perhatikan tabel 1.1
tentang capaian APBD Pemerintah daerah se-Bandung Raya tahun 2012-2013.

Tabel 1.1

. Capaian Pendapatan Capaian Belanja
Pemda/Indikator 2012 2013 2012 2013
Kota Bandung 108% 118% 96% 88%
Kab. Bandung
Barat 129% 128% 113% 117%
Kota Cimahi 103% 105% 92% 90%
Kab. Bandung 119% 125% 105% 113%%

Capaian APBD Pemerintah Daerah se-Bandung Raya TA 2012-2013
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Sumber : LRA, data diolah.

Warsito dkk (2011, him. 187) melakukan Klasifikasi  pengeluaran
pemerintah atau belanja berdasar pada kelompok belanja terdiri dari belanja
langsung dan tidak langsung. Belanja langsung didefinisikan sebagai belanja yang
dianggarkan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja
langsung terdiri dari 3 kelompok besar belanja diantaranya; (1) Belanja Pegawai;
(2) Belanja Barang dan Jasa; (3) Belanja Modal. Ketiga belanja tersebut
dialokasikan untuk belanja pelayanan publik. Sementara belanja tidak langsung
didefinisikan sebagai belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung
dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Artinya belanja tidak langsung
digunakan untuk keperluan operasional dari pemerintahan daerah. Adapun
kelompok belanja tidak langsung terdiri dari; (1) belanja pegawai; (2) bunga; (3)
subsidi; (4) hibah; (5) bantuan sosial; (6) belanja bagi hasil; (7) bantuan keuangan;
dan (8) belanja tidak terduga.

Dengan adanya dua jenis belanja yang memiliki alokasi berbeda ini, sudah
seharusnya pemerintah daerah mampu menyeimbangkan atau membuat belanja
tersebut memiliki proporsi yang adil dengan mengutamakan kepentingan
masyarakat yang bertujuan jangka pendek dan panjang. Bahkan Menteri Dalam
Negeri dalam Peraturan mengenai Pedoman Penyusunan APBD menegaskan
bahwa agar lebih mengutamakan keberpihakan untuk kepentingan publik (belanja
langsung) daripada kepentingan aparatur (belanja tidak langsung).

Berdasar pada publikasi statistik keuangan daerah provinsi yang
dikeluarkan oleh BPS Jawa Barat, Pada pos belanja daerah pemerintah provinsi
jawa barat baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sejalan dengan
peningkatan pendapatann mengalami perkembangan, pada tahun 2011 sebesar
Rp10295, 56 M menjadi Rp16.922,48 M atau meningkat 64,37% pada tahun
2012. Berlanjut tahun 2013 belanja daerah kembali meningkat menjadi
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Rp18.396,75 milyar atau tumbuh sebesar 8,71%. Tahun 2014 peningkatan
berlanjut menjadi Rp20.797,99 M atau tumbuh sebesar 13,05%. Dalam APBD
2015 dianggarkan sebesar 19,02% dibandingkan realisasi belanja tahun 2014.
Pada belanja daerah terdapat pos belanja pegawai (belanja langsung dan tidak
langsung) pemprov jabar, dimana besaran nominal rupiah untuk belanja pegawai
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dari Rp1.759,97 M pada tahun 2011
menjadi Rp 1.916 M pada tahun 2012 atau meningkat 8,86% dan pada tahun 2013
menjadi Rp1.962,54 M atau 2,43%. Berlanjut tahun 2014 menjadi Rp 1.874,13 M
(-4,5%) dan pada APBD 2015 dianggarkan Rp 1.987,78 M (6,06%).

Secara ringkas data APBD di beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat pada

tahun anggaran 2013 dan 2014 sebagai berikut:

160% Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi APBD Pemda Jawa Barat TA
120% 2013 - 2014
120%
100%
80%

60%

40%

S

o 2013 | 2014 2013 | 2014 2013 2014
Anggaran B.L/B RealisasiB.L/B Realisasi B/P

Kuningan 29% 29% 138%

Kota Bandung 46% 43% 93%
m Majalengka 35% 35% 96%
W Karawang 45% 43% 42% 103% 99%
M Kab. Bogor 17% 50% 49% 47% 101% 91%
N Kab. Bandung 39% 34% 37% 96% 95%

Gambar 1.1 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi APBD Pemda Prov. Jabar
Sumber: Data diolah.

Berdasarkan gambar 1.1 alokasi anggaran belanja langsung pada APBD
dari total belanja, perbandingan realisasi belanja langsung dari total belanja, dan
perbandingan realisasi belanja terhadap pendapatan. Pada penganggaran belanja
langsung, Kab. Kuningan (2013) menganggarkan 29% dan merealisasikan seluruh
anggarannya, Kota Bandung menganggarkan 46% dan hanya terealisasi 43%,
Majalengka menganggarkan 35% dan merealisasikan seluruhnya, Kab Bogor
hanya menganggarkan 17% dan meningkatkan realisasi menjadi 49%, kemudian

Kab. Bogor (2014) meningkatkan jumlah anggarannya menjadi 50% dan
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terealisasi sejumlah 47%, Kab. Karawang merealisasikan belanja 43%, berlanjut
tahun 2014 merealisasikan 42% dari jumlah anggaran 43%, kemudian Kab.
Bandung merealisasikan 34% (2013) dan meningkat 37% (2014) dari jumlah
anggaran 39%.

Kab. Kuningan (2013) memiliki total belanja 138% dari pendapatan
artinya seluruh pendapatan digunakan untuk belanja dengan kekurangan dari
pendapatan 38%, Kota Bandung 93%, Kab. Majalengka 96%, Karawang (2013)
membelanjakan seluruh pendapatan dengan kekurangan dari pendapatan 3%
sementara total belanja menurun menjadi 99% (2014). Kab. Bogor memiliki
kesamaan dengan Karawang, tahun 2013 101% dan tahun 2014 menurun menjadi
91%. Sementara Kab. Bandung membelanjakan 96% dan 95 % pendapatan pada
tahun 2013 dan 2014 secara berurutan.

Memerhatikan komposisi belanja langsung dari total belanja daerah jika
dibandingkan teori komposisi berdasar Octaviani (2009) yang menyatakan
komposisi harapan perbandingan belanja langsung dengan tidak langsung adalah
70 berbanding 30 (70 : 30) , maka pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat harus
melakukan evaluasi. Angka tertinggi hanya menunjukkan 49% atau masih kurang
21% dari angka harapan. Hal ini bisa terjadi sedikitnya karena dua hal, (1) masih
digunakannya incremental budgeting atau belum maksimalnya pelaksanaan
performance budgeting; (2) adanya politik anggaran yang tidak pro-rakyat.
Merujuk kepada penelitian Riyanto (2012) politik anggaran adalah penetapan
berbagai kebijakan tentang proses anggaran Yyang mencakupi berbagai
pertanyaan bagaimana pemerintah membiayai kegiatannya; bagaimana uang
publik didapatkan, dikelola dan di distribusikan; siapa yang diuntungkan dan
dirugikan; peluang-peluang apa saja yang tersedia baik untuk penyimpangan
negatif maupun untuk peningkatan pelayanan publik. Pada intinya, politik
anggaran yang memutuskan bagaimana dana anggaran di peroleh dan di
distribusikan. Peningkatan pelayanan publik akan selalu menjadi tujuan dari
kegiatan pemerintah daerah, hal ini akan terlihat pada jumlah dana yang
dianggarkan untuk pelayanan publik atau belanja langsung, namun seperti yang

telah di paparkan sebelumnya, belanja langsung selalu mendapat komposisi lebih
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sedikit daripada belanja aparatur. Hal ini salah satunya muncul dari perilaku
oportunistik legislatif ketika memandang anggaran dalam hal “siapa yang
diuntungkan”, maka muncullah istilah “bagi-bagi anggaran”.

Penelitian Abdullah dan Asmara (2006) dalam Iskandar dkk (2013),
memperkuat pernyataan sebelumnya, yang membuktikan bahwa: (1) legislatif
melakukan political corruption melalui realisasi discretionary power yang
dimilikinya dalam penganggaran; (2) DPRD membuat keputusan anggaran
melalui penggunaan kenaikan anggaran PAD sebagai sumber pembiayaan
untuk usulan kegiatan baru; (3) pengalokasian anggaran yang diusulkan
legislatif tidak didasarkan pada prioritas anggaran; (4) APBD digunakan oleh
legislatif sebagai alat untuk memenuhi kepentingan pribadinya; (5) perilaku
oportunistik legislatif seakan-akan didukung oleh perangkat peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dengan hasil penelitian tersebut, maka
jelaslah penyebab fenomena pelayanan publik yang selalu tidak terpenuhi.

Penyebab berikutnya adalah masih digunakannya sistem incremental
budgeting untuk mempermudah pekerjaan petugas yang berwenang atau belum
maksimalnya pelaksanaan performance budgteting sehingga penganggaran masih
merujuk pada incrementalism. Incremental budgeting menurut Mardiasmo (2009)
adalah teknik penganggaran yang hanya menambah dan mengurangi nominal pada
item-item anggaran yang sudah ada tahun sebelumnya sebagai dasar untuk
penyesuaian anggaran tanpa melalui kajian yang dalam. Sementara dalam
Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan
daerah mengatur secara implisit bahwa anggaran harus berbasis Kkinerja
(performance budget), dimana setiap program yang diajukan harus disertai dengan
capaian kinerja yang diwujudkan dengan kualitas, kuantitas, efisiensi dan
efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan. Sementara menurut
Bastian (2010) kendala utama di semua negara terutama negara berkembang
seperti Indonesia dalam menerapkan performance budgeting adalah dalam
menetapkan pengukuran output pada sektor publik yang tidak mudah seperti pada

sektor bisnis.
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Untuk melakukan kajian secara mendalam penentuan input atau biaya,
diperlukan teknik analisis biaya, analisis biaya berupa pengidentifikasian jenis dan
perilaku biaya, perubahan biaya dan volume kegiatan. Manajemen organisasi
perlu menentukan pemicu biaya (cost driver) agar dapat melakukan strategi
efisiensi biaya. Berdasar pada Blocher et al (2010) cost driver adalah faktor yang
mengubah jumlah biaya total, dengan kata lain, ketika pemerintah daerah mampu
melakukan penganggaran dengan terlebih dahulu menganalisis dan menentukan
cost driver-nya maka akan terjadi efisiensi biaya.

Berdasarkan uraian diatas dan fenomena yang terjadi, khususnya di
Bandung Raya, penulis ingin mengetahui strategi dalam pengalokasian belanja
langsung pada pemerintah daerah. Ketertarikan penulis terhadap strategi
pengalokasian belanja langsung pada pemerintah daerah se-Bandung Raya akan
dituangkan dalam skripsi berjudul:

“Analisis Strategi Biaya Pengalokasian Belanja Langsung pada APBD
Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Se-Bandung
Raya)”

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahan
yang akan diteliti yaitu bagaimana strategi biaya dengan pendekatan analisis
pemicu biaya dalam pengalokasian belanja langsung APBD pemerintah daerah se-

Bandung Raya.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis penerapan strategi biaya

belanja langsung dalam APBD pemerintah daerah se-Bandung Raya.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan strategi biaya
belanja langsung dengan pendekatan analisis pemicu biaya dalam APBD
pemerintah daerah se-Bandung Raya.
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1.4 Manfaat Penelitian
Sebuah penelitian haruslah memiliki manfaat atau kontribusi, baik dalam

teori, akademis, praktis atau bahkan manfaat untuk penegakan kebijakan.

Penelitian ini disusun dengan harapan memberikan manfaat pada:

1.4.1 Manfaat Akademis
Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran dalam
pengembangan ilmu akuntansi sektor publik. Selain itu, diharapkan bisa menjadi

referensi bagi peneliti berikutnya dalam mengembangkan keilmuan.

1.4.2 Manfaat Praktis dan Kebijakan
Penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi bagi pemerintah

daerah di Bandung Raya dalam mengalokasikan biaya langsung.
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